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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

6.1.1 Input  

a. Kebijakan dari Perbup yang belum ada tidak sesuai dengan 

Permenkes Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 yang mana setiap 

Rumah Sakit wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

sesuai dengan SPM yang disusun dan disahkan oleh Kepala 

Daerah, sehingga Pemerintah Daerah bertanggungjawab 

langsung dalam hasil pencapaian SPM. 

b. SDM secara kuantitas berdasarkan Permenkes No 30 tahun 2019 

sudah memenuhi standar, namun berdasarkan analisa beban 

kerja yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan rumah 

sakit, belum memenuhi standar. Kurangnya minat dari tenaga 

kesehatan untuk bekerja di Mentawai menjadi penyebab tidak 

tercukupinya SDM, hal ini dapat dilihat dari kosongnya 

peminatan PNS untuk tenaga kesehatan setiap tahunnya di 

Mentawai. Secara kualitas juga belum memenuhi standar, 

karena keterbatasan anggaran untuk memberikan pelatihan. 

Namun hal ini sudah disikapi dengan perubahan anggaran yang 

dilakukan pada tahun 2022 dengan target akir tahun 2022, 

sebagian besar tenaga kesehatan sudah terpapar pelatihan sesuai 

kompetensi masing-masing. 
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c. Ketersediaan sarana dan prasarana belum memenuhi standar, 

karena keterbatasan anggaran dari Pemda, hal ini disebabkan 

karena RS tidak dianggap prioritas , serta tidak adanya 

kebijakan dari Perbub terkait SPM ini juga menjadi salah satu 

penyebabnya. 

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi belum berjalan optimal, 

karena kurangnya pengetahuan dan kepedulian petugas, serta 

perhatian manajemen terhadap pencapaian SPM, hal ini juga 

ditunjang dengan tidak adanya Perbub terkait SPM, sehingga 

tanggungjawab terhadap pencapaian SPM yang harusnya 

dilakukan oleh Pemda, jadi tidak dilakukan. 

6.1.2 Proses 

Pelaksanaan masih belum berjalan optimal, karena keterbatasan SDM, 

anggaran, sarana dan prasarana dan kondisi geografis. 

6.1.3 Output 

Dari input dan proses yang belum optimal, maka otomatis outputnya pun 

belum tercapai sesuai standar. Hal ini dikarenakan tidak adanya kebijakan dari 

Bupati, kurangnya pemahaman dan kepedulian petugas terkait SPM dan 

capaiannya, serta anggaran yang terbatas. 

6.2 Saran 

a. Direktur bersama dengan Kasi Layanan Medis dan Keperawatan 

membuat proposal SPM dan mengajukan kepada Bupati. 
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b. Mengajukan anggaran khusus kepada Pemda untuk memberikan 

pelatihan kepada petugas kesehatan secara keseluruhan dan 

berkala. 

c. Membubarkan tim covid dan menghapus sistem screening covid-19. 

d. Memberikan punishment pada dokter yang tidak standby pada saat 

jam dinas. 

e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas IGD 

sehingga dapat melayani pasien dengan cepat dan tepat sesuai 

kompetensi masing-masing, sehingga dapat menekan angka 

kematian pasien <24 jam 
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